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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
'~ PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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- TENTANG
- 1ZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
9 ~ SMKS DAYA BHINA TERUSAN NUNYAI
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mﬂ MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG

L TYTM A |
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B,

'~ i a bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa

e B yang tagwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran

lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menegah

Kejuruan (SMK) dalam menentukan spektrum keahlian

schingga sesuai dengan tuntutan, dinamika perkembangan

. : ﬂd dan kebutuhan dunia kerja perlu mendapat dukungan
perhatian dan pemerintah;
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b, bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu
g menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
B & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang lzin
M Pendirian Satuan Pendidikan SMKS DAYA BHINA TERUSAN

o NUNYAL
_ "]:43-" 1. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang
- - Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
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 Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,

~ Kebu yaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021
. ~ tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

.17, Peraturan Direktor Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
" Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementrian
Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
M2401/C/HK.03.01/2025  tentang petunjuk  Teknis
Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun

e

! Anggeran2025;
. 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016

j—| '_-l 2ol tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan
N OGO A Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada

! L Pemerintah Provinsi Lampung,

__;Bﬁf' 2 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024
Ry = bahan kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor

. o o 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan
EERNO0N 72 Bungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
el TR 10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang
I b Perubahan Atas Peraturan Gubernur LampungNomor a7
NAN TR Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenagan Perizinan dan
Booy: ol Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
gkt Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
11, Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021
AN - tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan
B (T Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
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1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
5 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Nomor:
400.3.8/1288/V.16/2026 tanggal 04 Juni 2026 tentang lzin
Pendirian Satuan Pendidikan SMKS DAYA BHINA TERUSAN
- NUNYAL; TR
- 2, Sertifikat Tanah Wakaf NIB. 08.03.000014570.0 dengan Nama
' Pemegang Hak YAYASAN DAYA BHINA LAMPUNG Tﬂ:ﬂa&i | -
- A SAk
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Teknologi Manufaktur dan Rekayasa;
. Teknologi Inf Informasi,

Teknologi Informasi;

Bisnis dan Manajemen.

i

Teknik Otomotif;
Pengembangan Peran
Gim;

Pengembangan Perangkat Lunak dan
Gim;
Akuntansi dan

Teknik Kendaraan Ringan;
g5 : Rekayasa Perangkat Lunak;
Dag e~ i . gistem Informasi, Jaringan dan
- iR Y=t Aplikasi;
PR 4. Akuntansi.

%-, Lk‘“‘ I'zm Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
et KESATU keputusan ini berlaku Selama Sekolah tersebut
b alankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan

T"?’:‘“ Putundang—undangan yang berlaku;

ki o R ' Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) seb
diktum KESATU keputusan ini, dlpuan

gkat Lunak dan

0 N et

Keuangan Lembaga.

Ll el

agaimana dimaksud dalam
oleh seorang chala'

~ Sel yang mempunyai  kemampuan
mqnguasmdibldang pendidikan;

Ealam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kquruan. =

= (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan.

e 3 harus mentaati peraturan perundang-undan yangh@rlaku

: ?‘; aaﬁtakntenman-ketcntuan lainnya; ; i '

Jﬁ‘ Izin Pendirian Satuan Pendid.tkan sebagaimana dimaksud éahiﬁf :
éﬁkm:n KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMKS oR
@mmlmmnmeMWIWMMImm;mummmlmWér“?
 kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelen nya
 terdapat kegu:tan-kegmtan yang bcrtmtangan den mtqpagl -
perundang-undangan yang berlaku; gan o 35’“

n ini mulai berlaku sejak H
g




